SALINAN

KOTA DEPOK

BERITA DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2020
WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 56 TAHUN 2020

tentang

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah,
maka perlu dikembangkan dan dilaksanakan Analisis Standar
Belanja (ASB) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3828);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektonik
dan E-Purchasing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik
dan E-Purchasing;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN
ANGGARAN 2021.

1.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
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Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kota.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Analisis Standar Belanja Non Fisik adalah besaran belanja yang
ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegatan, secara
umum dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit
Kerja dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang

ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
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11. Analisis Standar Belanja Fisik adalah besaran belanja yang
ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegatan, secara
umum dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan
pekerjaan fisik dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan

yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman
Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal
kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan
merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

(2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan
proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

(3) Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja, dan besaran
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan
tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam Standar

Belanja.

Bagian Kedua
Jenis Standar Belanja
Pasal 3

Jenis Standar Belanja Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 adalah
sebagai berikut :
1. Standar Belanja Non Fisik

a. bimbingan teknis/pelatihan teknis bagi PNSD dan non PNSD;

b. penyuluhan/ sosialisasi/ seminar/ workshop/ loka karya;

c. penyusunan dokumen kajian.
2. Standar Belanja Fisik

standar belanja fisik bidang pekerjaan umum;

a
b. standar belanja fisik bidang tata bangunan;

o

analisis standar belanja fisik bidang penerangan jalan umum;

e

analisis standar belanja fisik bidang lalu lintas.



Pasal 4
Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota

ini.

Pasal 5
Dalam hal ini terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar
Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Depok, maka

dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Depok.
Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Agustus 2020
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 57
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERRE IARIAT DAERAH KOTA DEPOK




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR LAMPIRAN STANDAR BELANJA

1. LAMPIRAN 1 : Analisis Standar Belanja Non Fisik

2. LAMPIRAN 2 : Analisis Standar Harga Fisik Bidang
Pekerjaan Umum

3 LAMPIRAN 3 : Analisis Standar Belanja Fisik Bidang
Kontruksi Bangunan

3. LAMPIRAN 4 : Analisis Standar Belanja Fisik Bidang Lalu
Lintas

4. LAMPIRAN 5 : Analisis Standar Belanja Fisik Bidang

Penerangan Jalan Umum

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS



